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BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR    9   TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan 

dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D angka 1 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran 

anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan 

sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan 

diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa 

kondisi mendesak atau perubahan prioritas 

pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;  

  c. bahwa memperhatikan surat dari Direktur Jenderal Bina 

Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/214/Keuda Hal 

Penjelasan terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjelaskan bahwa 

Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota kepada 

Pemerintah Desa yang bersumber dari Retribusi Daerah 

dihitung berdasarkan retribusi yang disetorkan ke 

Rekening Kas Umum Daerah dan dikecualikan untuk 
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retribusi yang disetorkan ke Kas Badan Layanan Umum 

Daerah; 

  d. bahwa memperhatikan dan menindaklanjuti hasil 

verifikasi rencana kegiatan yang bersumber dari Dana 

Alokasi Khusus antara Kementerian Teknis, Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus 

pada Tahun Anggaran 2024; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi 

anggaran belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

  f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 

huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003   Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik   Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

UndangNomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 

Nomor 12); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 119 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal I 

(1) Melakukan penyesuaian berupa pengurangan alokasi anggaran Belanja Bagi 

Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 

Rp12.079.600.705,00 (dua belas milyar tujuh puluh sembilan juta enam 

ratus ribu tujuh ratus lima rupiah). 

(2) Pengurangan pada alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 

kepada Pemerintah Desa sebesar Rp12.079.600.705,00 (dua belas milyar 

tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu tujuh ratus lima rupiah) 

sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) digunakan untuk menambah alokasi 

anggaran Belanja Tidak Terduga. 

(3) Melakukan penyesuaian berupa pengurangan alokasi anggaran Belanja 

Tidak Terduga sebesar Rp83.845.153.728,00 (delapan puluh tiga milyar 

delapan ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus 

dua puluh delapan rupiah). 

(4) Pengurangan pada alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar 

Rp83.845.153.728,00 (delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh 

lima juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) 

sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) digunakan untuk menambah alokasi 

anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam rangka penganggaran 

belanja yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik. 

(5) Melakukan penyesuaian berupa pergeseran antar sub rincian objek, antar 

rincian objek maupun antar objek belanja pada jenis belanja berkenaan 

berdasarkan usulan/permohonan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

(6) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 15 Februari 2024 

Pj. BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

SYAMSIR RAHMAN 

 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 15 Februari 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd  

 

H. DAHNIAL KIFLI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 


